
MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
30 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU 

Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 30 Tahun 2022 

Tentang
Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 14 Tahun 2023

 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang
Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO, BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:

a. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada
masyarakat  khususnya  di  bidang  pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui
peningkatan investasi, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;

b. bahwa untuk menindaklanjuti  Peraturan Bupati  Sukoharjo Nomor
34  Tahun  2021  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Perizinan
Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Sukoharjo
Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Sukoharjo  Nomor  34  Tahun  2021  tentang  Pendelegasian
Kewenangan  Perizinan  Berusaha,  Perizinan  Nonberusaha  dan
Nonperizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif  dan

efisien  guna  meningkatkan  kinerja  pemerintahan  dan  pelayanan
publik, diperlukan adanya standar pelayanan;

b. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada
masyarakat  khususnya  di  bidang  pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui
peningkatan investasi, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;

c. bahwa untuk  memberikan  kepastian  hukum serta  menindaklanjuti
hasil  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kebijakan  Penyelenggaraan
Pelayanan  Publik  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  maka
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
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Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  perlu  adanya  Standar  Pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa Peraturan Bupati  Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar  Pelayanan pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang  Standar  Pelayanan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

perlu diubah;
d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam

huruf  a,  dan huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  30  Tahun  2022  tentang
Standar  Pelayanan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Mengingat:
1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang  Pembentukan

Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9  Tahun  1965  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  Batang
dengan  mengubah  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4724)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2020 Nomor 245,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Mengingat:
1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang  Pembentukan

Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2023 Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor  12  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun 2016 Nomor 12,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  35  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan
Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi  Pemerintah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  34  Tahun  2021  tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Perizinan  Berusaha,  Perizinan

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyusunan
Pedoman  Standar  Pelayanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Nomor  12  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2016  Nomor  12,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2022  Nomor  7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar
Pelayanan  Pada Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor
30);
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Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Sukoharjo
(Berita  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2021  Nomor  35)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Sukoharjo
Nomor  8  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Sukoharjo  Nomor  34  Tahun  2021  tentang  Pendelegasian
Kewenangan  Perizinan  Berusaha,  Perizinan  Nonberusaha  dan
Nonperizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  STANDAR

PELAYANAN  PADA  DINAS  PENANAMAN
MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU  SATU
PINTU.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN
2022  TENTANG  STANDAR  PELAYANAN  PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
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pelayanan  sebagai  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada
masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.

6. Prosedur  pelayanan  adalah  kemudahan  tahapan  pelayanan  yang
diberikan kepada masyarakat  dilihat  dari  sisi kesederhanaan alur
pelayanan.

7. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.

8. Masyarakat  adalah  seluruh  pihak,  baik  warga  negara  maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai  penerima manfaat  pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal,  dan  informasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

11. Izin  adalah  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan
lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau
diperbolehkannya  orang  atau  badan  untuk  melakukan  usaha
dan/atau kegiatan tertentu.

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam

hubungan  antara  masyarakat  dan  Dinas  PM  dan  PTSP  sebagai
penyelenggara dalam pelayanan publik.

(2) (Tujuan penyusunan  Peraturan  Bupati  ini  untuk  memberikan
kepastian  hukum,  meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  pelayanan
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sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  selaras  dengan
kemampuan  Dinas  PM  dan  PTSP  sehingga  mendapatkan
kepercayaan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jenis pelayanan; dan
b. komponen standar pelayanan.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 4
Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
meliputi:
a. Perizinan Berusaha.
b. Perizinan Nonberusaha, terdiri atas:

1. Izin Reklame;
2. Izin Layak Huni;
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
4. Surat Izin Praktik dokter umum;
5. Surat Izin Praktik dokter spesialis;
6. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Internsip;
7. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Pendidikan Dokter

Spesialis (PPDS);
8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan tambahan;
9. Surat Izin Praktik dokter gigi;
10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis;
11. Surat  Izin  Praktik  dokter  gigi  peserta  Program  Pendidikan

Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
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12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan kewenangan tambahan;
13. Surat Izin Praktik psikolog klinis;
14. Surat Izin Praktik perawat;
15. Surat Izin Praktik bidan;
16. Surat Izin Praktik apoteker;
17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian;
19. Surat Izin Praktik tenaga gizi;
20. Surat Izin Praktik fisioterapis;
21. Surat Izin Praktik okupasi terapis;
22. Surat Izin Praktik terapis wicara;
23. Surat Izin Praktik akupunktur terapis;
24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler;
26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ optometris;
27. Surat Izin Praktik teknisi gigi;
28. Surat Izin Praktik penata anestesi;
29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
30. Surat Izin Praktik radiografer;
31. Surat Izin Praktik elektromedis;
32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis;
34. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional jamu;
35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

c. Nonperizinan, terdiri atas:
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKTR);
2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T);
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3. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
Penanaman Modal Asing (PMA);

4. Surat Keterangan Penelitian (SKP);
5. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan
6. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5
(1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b terdiri atas:
a. standar  pelayanan  terkait  dengan  proses  penyampaian

pelayanan (service delivery); dan
b. standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

di internal organisasi (manufacturing).
(2) Standar Pelayanan terkait  dengan proses penyampaian pelayanan

(service  delivery)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a
meliputi:
a. persyaratan;
b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/tarif;
e. produk pelayanan; dan
f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

(3) Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal  organisasi  (manufacturing)  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. dasar hukum;
b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
c. kompetensi pelaksana;
d. pengawasan internal;
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e. jumlah pelaksana;
f. jaminan pelayanan;
g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
h. evaluasi kinerja pelaksana.

(4) Komponen Standar  Pelayanan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat
(1)  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I
Ketentuan  Lampiran  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  30  Tahun 2022
tentang  Standar  Pelayanan  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo
Tahun  2022  Nomor  30)  diubah  sehingga  menjadi  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,  Peraturan  Bupati
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Sukohajo.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2022
BUPATI SUKOHARJO,

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI SUKOHARJO,
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ttd.
ETIK SURYANI

ttd.
ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd.

WIDODO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 30

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
30 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN

KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah/Bayu 
Setyo Dewangga

10


